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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Banyaknya berbagai macam kemudahan yang diberikan di dalam kehidupan 

manusia di bidang teknologi pada era globalisasi saat ini yang merupakan salah 

satu dampak positif dari perkembangan zaman yang akan terus menerus berubah 

secara dinamis mengikuti kebutuhan dari manusia. Manusia sebagai pengembang 

teknologi dan komunikasi selalu berusaha memberikan inovasi terbaru yang 

mengarah pada sesuatu yang memudahkan pengembang itu sendiri, salah satu 

dampak pengembangan dari teknologi yang dikembangkan manusia adalah 

kemudahan didalam transaksi jual dan beli secara online. Di dalam transaksi jual-

beli terdapat subjek yang berupa pembeli dan penjual yang dimana apabila salah 

satu subjek tersebut tidak dipenuhi tidak akan ada transaksi jual-beli.  Perilaku 

konsumenlah yang mendorong transaksi secara online semakin marak.  

Menurut J.F Engel pengertian perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, 
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persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut1. Selain dari berkembangnya 

teknologi, faktor lain yang membuat transaksi jual-beli secara online berkembang 

pesat adalah kesibukkan dari manusia itu sendiri. Kesibukan yang membuat 

manusia tidak memiliki waktu untuk mengunjungi toko konvensional untuk 

membeli berbagai macam kebutuhan hidupnya. Faktor perbedaan harga antara 

toko konvensional dan toko online juga membuat masyarakat lebih memilih untuk 

berbelanja secara online yang kerap kali menawarkan harga yang lebih rendah. 

Selain kedua faktor yang telah disebutkan tadi, ada faktor lain membuat manusia 

lebih memilih untuk berbelanja secara online, yaitu faktor kemudahan di dalam 

bertransaksi.  

Ada banyak kemudahan yang ditawarkan oleh berbagai macam marketplace, 

baik itu kemudahan konsumen di dalam mengatur waktu dan tempat pada saat 

berbelanja yang membuat konsumen dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun 

tak terbatas waktu seperti pada saat berbelanja di toko konvensional. Faktor 

kemudahan yang lainnya adalah kemudahan para pelanggan untuk memilih 

berbagai sistem pembayaran yang telah disediakan marketplace tersebut, tidak 

hanya terpaku pada sistem pembayaran cash yang kebanyakan berlaku pada toko 

konvensional. Selain dengan sistem pembayaran cash, marketplace e-commerce 

juga menyediakan berbagai macam sistem pembayaran antara lain, melalui 

                                                             
 

1 Hani Handoko dan Basu Swasta, Manajemen Pemasaran Analisis Prilaku Konsumen, 2000 

Yogyakarta: BPEE, hlm.10 
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rekening bank atau seringkali disebut mbanking, pembayaran melalui counter yang 

berkerja sama dengan e-commerce tersebut seperti indomaret, alfamart, dll, 

konsumen juga dapat memilih sistem pembayaran paylater yang telah tersedia di 

berbagai macam e-commerce. 

Sistem pembayaran PayLater merupakan salah satu bentuk dari perjanjian dua 

pihak atau lebih, sehingga didalam penggunaanya menggunakan peraturan 

daripada perjanjian. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah 

suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu 

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak 

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan 

janji tersebut.2 Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum 

yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan 

hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum 

yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga 

suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

dengan yang telah disepakati.3 

Perjanjian di dalam PayLater telah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu 

pihak, itulah mengapa sistem pembayaran PayLater ini disebut dengan perjanjian 

baku. Perjanjian baku itu sendiri adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya 

                                                             
 

2 R. Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, 2004: Bandung: Mandar Maju, hlm.4 

3 Sudikno Mertokusumo, Ilmu Hukum, 2008 Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm 21 



4 
 

 
 

oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut 

sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah 

satu.4 Menurut E.H Hondius mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah konsep 

perjanjian tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya, serta pada umumnya 

dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun 

sifatnya tertentu.5 Hondius menegaskan bahwa perjanjian ini dibuat secara sepihak 

yang menjadikan salah satu pihak memiliki kedudukan di dalam hal tawar-

menawar yang lebih kuat dibanding pihak yang lainnya. Sedangkan Drooglever 

Fortuijin merumuskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian 

pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. 6Pihak yang berkedudukan di 

dalam hal tawar-menawar yang lebih lemah tidak terlibat di dalam proses 

pembuatan perjanjian tersebut dan hanya bisa menyepakati perjanjian tersebut 

secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan pihak tersebut. Pasal 18 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah 

disebutkan mengenai ketentuan pencantuman klausa baku yang menyatakan 

bahwa:  

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 

dokumen dan/atau perjanjian apabila:  

                                                             
 

4 Munir Fuady, Hukum Kontrak, 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76 
5 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, 2011, Bandung:Alumni, hlm.47 
6 Ibid. 
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a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  

b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang 

yang dibeli konsumen;  

c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;  

d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 

langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak 

yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;  

e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;  

f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;  

g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 

pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;  

h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 

yang dibeli olch konsumen secara angsuran.”.  

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah mengatur 

tentang perikatan dan  perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan 

dengan perjanjian. Sifat dari Buku III KUHPer ini adalah bersifat terbuka, yang 

berarti Buku III KUHPer bersifat dinamis. Umumnya mereka melakukan 
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perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang 

bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di 

dalam suatu undang-undang.7 Tetapi perjanjian tersebut haruslah disepakati oleh 

kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, karena kesepatan merupakan syarat 

dari sebuah perjanjian sesuai dengan isi Pasal 1320 KUHPer yang berisi syarat-

syarat yang harus dipenuhi di dalam membuat sebuah perjanjian. Kata sepakat 

pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. 

Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.8     

Shopee Indonesia sebagai salah satu marketplace terbesar yang ada di 

Indonesia telah menyediakan sistem pembayaran paylater, sistem pembayaran ini 

dapat memudahkan para setiap konsumen untuk melakukan perbelanjaan 

diaplikasi shopee. Apabila konsumen ingin menggunakan fitur paylater tentunya 

haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak 

shopee, baik itu persyaratan administrasi, jumlah limit yang diberikan oleh pihak 

shopee, hingga denda yang didapatkan oleh konsumen apabila telat membayar 

limit pada waktu yang telah ditetapkan. Syarat-syarat ini haruslah dipenuhi untuk 

memberitahu para konsumen akan hak dan kewajiban mereka apabila ingin 

mengaktifkan sistem pembayaran paylater.   

                                                             
 

7 M.Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Jurnal 

Suhuf, Vol.26, No.1, Mei 2014, hlm 52 
8 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama),  

2013, Yogyakarta:FH UII Press, hal. 168-169. 
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Apabila pengguna yang mendaftarkan diri pada sistem pembayaran paylater 

telah menyetujui segala persyaratan yang telah ditetapkan, maka pada saat itu 

pengguna tersebut telah mengikatkan diri pada perjanjian yang dimana perjanjian 

tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari setiap pihak. 

Namun di dalam perjanjian jual-beli tidak dipungkiri akan terjadi sebuah 

wanprestasi, yang mana wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya di dalam perjanjian tersebut. Menurut Salim H.S 

wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang telah ditentukan didalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dan juga debitur.9 Wanprestasi ini sendiri memiliki beberapa bentuk, antara lain: 

1) Tidak melakukan yang apa yang disanggupi untuk dilakukan 

2) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah 

diperjanjikan 

3) Melakukan apa yang telah diperjanjikan namu melewati rentang waktu yang 

telah dijanjikan 

4) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tersebut tidak diperbolehkan   

Di dalam sebuah perjanjian diperlukan adanya sebuah itikad baik dari pihak-

pihak yang terlibat, tak terkecuacli didalam perjanjian jual-beli secara elektronik 

                                                             
 

9 Salim H.S, Hukum Kontrak, 2003, Jakarta:Sinar Grafika, Hal.98 
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ini. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi;  

“Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 

Sudah dijelaskan bahwa suatu perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad 

baik, yang hendaknya dipahami oleh setiap pihak yang terlibat di dalam perjanjian 

tersebut dan diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari terjadinya 

risiko wanprestasi di dalam perjanjian yang telah dibuat. Walaupun sudah terdapat 

itikad baik seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, tak 

menutup kemungkinan terjadinya permasalahan ataupun perselisihan antar pihak. 

Permasalahan seringkali terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor, antara 

lain ketidak sesuaian barang yang dipesan konsumen dengan apa yang diterima 

konsumen tersebut, adanya permasalahan pada sistem pembayaran, sampai dengan 

menunggaknya tagihan limit paylater konsumen karena tidak adanya itikad baik 

dari konsumen tersebut untuk melunasi tagihannya.   

Salah satu kasus yang penulis temukan adalah kasus dimana salah satu 

konsumen yang menggunakan fitur paylater melakukan penunggakan terhadap 

tagihan limit yang telah dia gunakan selama 2 bulan lamanya. Pada tanggal 1 

September 2021 konsumen tersebut melakukan pelunasan terhadap tagihannya, 

akan tetapi pada tanggal 12 dan 13 September lalu, salah satu pihak dari shopee 

melakukan pemanggilan via telepon kepada salah satu teman konsumen tersebut. 

Tentunya hal ini membuat konsumen dan orang-orang yang berada disekitar 
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konsumen tersebut merasa “diteror” secara tidak langsung oleh pihak yang 

mengatasnamakan shopee.10  

Dengan adanya contoh kasus tersebut, menarik perhatian penulis untuk 

membuat tulisan ini, agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi 

konsumen yang melakukan perjanjian jual-beli menggunakan sistem pembayaran 

paylater. Di dalam tulisan ini akan dijabarkan bagaimana perlindungan hukum 

bagi setiap pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual-beli secara elektronik, 

bagaimana kedudukan sistem pembayaran paylater di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan juga akan dijelaskan mengapa perjanjian baku 

merupakan skema perjanjian yang ditawarkan didalam sistem pembayaran 

paylater ini.  

 

 

 

 

 

                                                             
 

10 Naya, Tagihan Shopee SPinjam dan SPayLater Sudah Dibayar Lunas, Tapi Kontak Masih Diteror, 

diakses dari https://mediakonsumen.com/2021/09/14/surat-pembaca/tagihan-shopee-spinjam-dan-

spaylater-sudah-dibayar-lunas-tapi-kontak-masih-diteror , Pada tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 21:16  

 

https://mediakonsumen.com/2021/09/14/surat-pembaca/tagihan-shopee-spinjam-dan-spaylater-sudah-dibayar-lunas-tapi-kontak-masih-diteror
https://mediakonsumen.com/2021/09/14/surat-pembaca/tagihan-shopee-spinjam-dan-spaylater-sudah-dibayar-lunas-tapi-kontak-masih-diteror
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B. RUMUSAN MASALAH 

 

1) Bagaimana kedudukan hukum para pihak di dalam perjanjian jual-beli secara 

elektronik dengan sistem pembayaran shopee Paylater di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata? 

2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak (pembeli, penjual dan 

shopee) apabila terjadi wanprestasi didalam perjanjian jual beli secara 

elektronik dengan sistem pembayaran shopee Paylater? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum para pihak didalam 

perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran shopee 

Paylater didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak 

apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian jual beli secara elektronik 

dengan sistem pembayaran shopee Paylater. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perihal 

bagaimana sistem perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat didalam 

perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem pembayaran shopee 

Paylater,agar dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari tulisan ini adalah diharapkannya dapat mempertegas 

regulasi mengenai sistem pembayaran Paylater di dalam pelaksanaan jual-

beli secara elektronik. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis dari tulisan ini adalah diharapkannya dapat membantu para 

pihak yang terlibat didalam perjanjian jual-beli untuk lebih memahami 

bagaimana sistem kerja dari pembayaran Paylater. Kemudian untuk 

menekankan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing 

pihak yang telah bersedia mengikatkan dirinya didalam perjanjian jual-beli 

tersebut, ini berguna untuk meminimalisir risiko terjadinya perbuatan  

wanprestrasi. 
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E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 

Penulis membatasi ruang lingkup sesuai dengan permasalahan di dalam 

penelitian ini agar tidak menyimpang dari sebagaimana yang telah ditetapkan, 

untuk itu ruang lingkup yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah 

mengenai bagaimana kedudukan hukum bagi para pihak dan perlindungan 

hukum bagi pihak-pihak yang terlibat didalam transaksi elektronik dengan sistem 

pembayaran shopee paylater. 

 

F. KERANGKA TEORI 

 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 

 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Indonesia 

adalah Negara hukum”. Hal ini semakin mempertegas bahwa segala aspek 

kehidupan didalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan haruslah 

senantiasa berlandaskan hukum. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa 

yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan 

adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi.11 Hukum jugalah yang bertujuan 

untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dalam 

bentuk norma ataupun kaidah, yang diberikan kepada tiap-tiap subjek hukum di 

                                                             
 

11 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta;PT. 

Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 297. 
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dalam bentuk sebuah perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif 

yang berwujud tulisan maupun lisan.12 

 Satjipto Raharjo berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah suatu 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak 

mereka yang diberikan oleh hukum.13 

2. Teori Kepastian Hukum 

 Secara terminologi definisi dari kepastian hukum adalah keadaan yang pasti, 

ketentuan ataupun ketetapan. Sedangkan definisi dari hukum adalah kumpulan-

kumpulan peraturan atau kaidah dalah kehidupan bermasyarakat, keseluruhan 

peraturan tentang kaidah tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan 

bersama yang pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi.14 

 Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya 

hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya 

tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah fiat justitia et 

pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).15 Adapun 

menurut Jan Michiel Otto, Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih 

berdimensi yuridis namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang 

                                                             
 

12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2011, Yogyakarta: Liberty,  hlm.39 
13 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum ,2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.69 
14 Salim H.S, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,  2010, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 

hlm. 24 
15 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan 

dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Edisi: 59, Volume 13 No.1, Januari 2019, hlm. 7. 
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lebih jauh, untuk itu ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai 

kemungkinan dalam situasi tertentu antara lain:16  

a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh 

(accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara  

b. Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara 

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanysa.  

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan tersebut.  

d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan 

sengketa hukum.  

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode dimana 

penelitian tersebut menggunakan sumber datanya yang berasal dari sumber data 

sekunder. 

                                                             
 

16 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, 2006, Bandung:PT Revika 

Aditama,  hlm. 85 
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2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber 

data sekunder. Data sekunder itu sendiri adalah data yang mencakup peraturan 

perundang-undangan, buku, artikel, karya ilmiah ataupun dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas didalam tulisan ini. Data 

Sekunder terdiri dari: 

i. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari 

peraturan-peraturan dasar, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan 

hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat. Adapun bahan hukum 

primer yang digunakan didalan penelitian ini adalah: 

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  

b) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik  

c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang 

Elektronik (Electronic Money). 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 

Tahun 2018  
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f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik  

ii. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dimanfaatkan 

untuk membantu untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain adalah; buku-buku literatur, 

jurnal, makalah, maupun artikel ilm iah yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini.17 

iii. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk 

menjelaskan secara lebih rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

teknik pengumpulan data kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori, 

doktrin, pendapat atau pemikiran dari penelitian yang telah dilakukan lebih 

dahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa 

                                                             
 

17 Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta:Rajawali Press. 2013, hlm. 15 
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peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, maupun karya ilmiah 

lainnya. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Metode analisa data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif yaitu pemaparan secara lengkap karakteristik dari data 

yang dikumpulkan, melakukan pengolahan data yang kemudian  akan 

disimpulkan.  
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